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ABSTRAK  

Keterwakilan Perempuan merupakan partisipasi perempuan dalam sebuah 

proses politik, pemerintahan, dan pengambilan suatu keputusan, sehingga 

perempuan dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berdampak pada 

masyarakat menurut Pasal 8 Huruf (C) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga 

keterwakilan politik perempuan dalam proses politik dapat mempengaruhi 

kebijakan dan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Untuk itu, perlu 

dilakukan analisis mendalam tentang bagaimana keterwakilan perempuan dapat 

meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dan pemerintahan. Selain itu, 

diperlukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterwakilan 

perempuan terhadap kebijakan publik dan pengambilan keputusan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui dan menjelaskan tentang 

tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam 

pemilihan umum dalam perspektif Obligation Of Conduct berdasarkan PKPU 

Nomor 10 Tahun 2023. 

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu 

kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum untuk 

menjawab isu hukum penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. 

Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan, penulis menggunakan teori 

obyektif yaitu berupa penekanan pada tindakan nyata dan hasil yang dapat diukur, 

serta kewajiban negara untuk memenuhi standar tertentu dalam melaksanakan hak-

hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dan proses politik terjamin 

melalui pembentukan peraturan-peraturan yang mendukung kesetaraan gender dan 

memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam 

proses politik dan pemerintahan. Negara harus memastikan bahwa peraturan-

peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih 

tinggi tentang hak-hak perempuan dalam proses politik dan dapat meningkatkan 

kesetaraan gender dalam masyarakat.  

Oleh karena itu, Perlindungan hukum dapat meningkatkan keterwakilan 

perempuan dalam politik dan pemerintahan melalui kuota perempuan, pengawasan 

pemilihan, dan pencegahan diskriminasi, sehingga perempuan memiliki 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. 

 

Kata kunci : Tanggung Jawab Negara, Keterwakilan Perempuan, Pemilihan 

Umum dan Obligation Of Conduct 
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